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Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah  

No Indikator 
Definisi 

Operasional 
Formulasi Perhitungan Satuan  

Baseline  
2024 

Target Tahun 

Keterangan 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

1 Indeks 
Pelayanan 
Publik 

Indeks Pelayanan 
Publik (IPP) 
adalah Indeks 
yang digunakan 
untuk mengukur 
kinerja pelayanan 
publik di 
lingkungan 
kementerian, 
lembaga, dan 
pemerintah 
daerah di 
Indonesia 
berdasarkan 
Aspek Kebijakan 
Pelayanan, Aspek 
Profesionalisme 
SDM, Aspek 
Sarana 
Prasarana, Aspek 
Sistem Informasi 
Pelayanan Publik, 
Aspek Konsultasi 
dan Pengaduan 
serta Aspek 
Inovasi. 
Hasil pengukuran 
yang diperoleh 
dari Pemantauan 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik 
sebagai upaya 

 

Indeks 4,52 4,54 4,56 4,58 4,6 4,62 4,64 4,64 Penanggung 
jawab:  
Bagian 
Organisasi 



- 2481 - 
 

 

No Indikator 
Definisi 

Operasional 
Formulasi Perhitungan Satuan  

Baseline  
2024 

Target Tahun 

Keterangan 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

pengukuran 
sistematis pada 
suatu unit kerja 
dalam jangka 
waktu tertentu 
guna memperoleh 
nilai indeks 

2 Indeks 
Kualitas 
Kebijakan  

Indeks Kualitas 
Kebijakan adalah 
instrumen untuk 
menilai kualitas 
kebijakan 
pemerintah dilihat 
dari proses 
pembuatan 
kebijakan dan 
bagaimana 
melakukan 
pengelolaan 
agenda, 
formulasi, 
implementasi dan 
proses evaluasi 

Penilaian atas Indeks Kualitas 
Kebijakan (IKK) oleh LAN pada 
tahun berjala 

Indeks 69,00 69,50 70,00 70,50 71,00 71,50 72,00 72,00 Penanggung 
jawab:  
Bagian Hukum 

3 Efektifitas 
Pelaksanaan 
Kebijakan 
dan 
Kerjasama 
Pemerintah 
Daerah  

Efektivitas 
pelaksanaan 
kebijakan 
pemerintah 
daerah adalah 
tingkat 
keberhasilan 
suatu kebijakan 
yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah 
Daerah dalam 
mencapai tujuan 
yang telah 

Rata - rata capaian efektivitas 
pelaksanaan kebijakan 
pemerintahan, kebijakan 
kesejahteraan rakyat, kebijakan 
pengelolaan perekonomian, 
kebijakan administrasi 
pembangunan dan efektivitas 
kerja sama daerah pada tahun 
berjalan 

Persen  0 0 100 100 100 100 100 100 Penanggung 
jawab: 
- Bagian 

Pemerintahan  
- Bagian 

Perekonomian 
dan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

- Bagian 
Layanan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
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No Indikator 
Definisi 

Operasional 
Formulasi Perhitungan Satuan  

Baseline  
2024 

Target Tahun 

Keterangan 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

ditetapkan sesuai 
dengan tata kelola 
yang baik, yang 
tepat sasaran, 
tepat 
pelaksanaan, 
tepat waktu. 
Kebijakan 
pemerintah 
daerah dikatakan 
efektif apabila 
kebijakan 
tersebut dapat 
diterapkan secara 
nyata di 
masyarakat, 
mendukung 
program prioritas 
pemerintah 
daerah, dan 
mampu 
memberikan 
manfaat yang 
nyata bagi 
masyarakat. 
Sedangkan 
Efektivitas kerja 
sama pemerintah 
daerah adalah 
tingkat 
keberhasilan 
suatu kerja sama 
antar pemerintah 
daerah dalam 
mencapai tujuan 
yang telah 
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No Indikator 
Definisi 

Operasional 
Formulasi Perhitungan Satuan  

Baseline  
2024 

Target Tahun 

Keterangan 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

ditetapkan, yang 
diukur 
berdasarkan 
indikator sebagai 
berikut: tujuan 
kerjasama, ruang 
lingkup 
kerjasama, serta 
dampak 
kerjasama. 

4 Indeks Tata 
Kelola 
Pengadaan  

Indeks tata kelola 
pengadaan adalah 
penilaian 
terhadap tata 
kelola pengadaan 
barang dan jasa 
pemerintah yang 
diukur 
berdasarkan 
berbagai dimensi 
atau indikator 
yang 
mencerminkan 
aspek-aspek 
kunci tata kelola 
pengadaan 
barang/jasa yang 
baik, seperti 
transparansi, 
akuntabilitas, 
efisiensi, 
efektivitas, 
keadilan, dan 
kepatuhan 
terhadap 
peraturan 

Penilaian atas tata kelola 
pengadaan barang/jasa 
pemerintah oleh LKPP 

Indeks 78,05 78,10 78,50 79,00 79,50 79,80 80,00 80,00 Penanggung 
jawab:  
Bagian Layanan 
Pengadaan 
Barang/Jasa  
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No Indikator 
Definisi 

Operasional 
Formulasi Perhitungan Satuan  

Baseline  
2024 

Target Tahun 

Keterangan 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

perundang-
undangan. 

5 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
adalah hasil 
pengukuran dari 
kegiatan Survei 
Kepuasan 
Masyarakat atas 
pelayanan 
Perangkat Daerah 
sesuai 
PermenPAN RB 
Nomor 14 Tahun 
2017 atau aturan 
lain yang berlaku 
pada aplikasi e-
Sukma 

  Indeks  88,77 89 90,00 90,50 91 91,50 92 92 Penanggung 
jawab:  
- Bagian Umum 
- Bagian 

Organisasi  

 
  


